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I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dibuka pukul 14.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN
1. Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), disusun untuk jangka waktu hingga Tahun 2025. Urgensi penyusunan Desartada dan berbagai data/informasi yang mendukung argumentasi pokok adalah: 
a. Kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang ada saat ini sarat dengan persoalan;
b. Penataan daerah perlu dimaknai secara lebih luas, bukan hanya sebatas pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), namun juga mencakup penghapusan/penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom;
c. Desartada ini diharapkan merupakan dokumen yang menjadi pijakan bersama dalam rangka penataan daerah. 
2. Urgensi perumusan Desartada yang terkait erat dengan dinamika permasalahan otonomi daerah yang memunculkan beberapa isu strategis pemekaran daerah sejak tahun 1999, antara lain:
a. Desentralisasi yang dilaksanakan sejak tahun 1999-2009, telah menyulut ledakan pemekaran daerah (205 DOB terbentuk);
b. Motivasi pembentukan DOB secara formal dipermukaan, pada umumnya mengejar ketertinggalan dan akses jangkauan pelayanan publik yang lebih baik;
c. Lemahnya instrumen regulasi (tata cara) pembentukan DOB, yang pada awalnya sedemikian longgar (Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000);
d. Problematika pendekatan bottom up dalam pembentukan DOB, yang hanya menjadikan sebagai agenda daerah, cenderung mengabaikan kepentingan strategis nasional;
e. Tiadanya persiapan sebagai daerah otonom, mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi pada usia 3 tahun pertama (sengketa batas, prasarana perkantoran, pengalihan asset dan seterusnya). 
3. Desartada disusun dengan tujuan untuk mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia. Sebuah desain besar dibangun atas dasar framework yang dikembangkan dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi penataan daerah yaitu dimensi geografis, dimensi demografis, dimensi sistem (Sistem pertahanan dan keamanan, sosial dan politik, ekonomi, keuangan, administrasi publik dan manajemen pemerintahan. 
4. Desain Besar Penataan Daerah terdiri dari empat elemen pokok kebijakan, yaitu: Pertama, pembentukan daerah persiapan sebagai prosedur baru dalam pembentukan daerah otonom; Kedua, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom; Ketiga, pengaturan daerah otonom yang memiliki karakteristik khusus tertentu; dan Keempat, penetapan estimasi jumlah maksimal daerah otonom provinsi  hingga tahun 2025.  
5. Pokok-pokok pemikiran pada elemen pertama Desartada, dilakukan melalui 4 (empat) strategi dasar sebagai berikut:
a.
Mengembangkan parameter pembentukan daerah persiapan berdasarkan tiga dimensi kunci, yaitu dimensi geografis, dimensi demografis, dan dimensi sistem;
b.
Membentuk daerah persiapan sebagai transisi sebelum pembentukan daerah otonom baru, yang dasar penetapan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;

c.
Menyediakan fasilitasi dan pendampingan secara profesional untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi setiap daerah persiapan selama masa transisi, yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah induk;

d.
Mengembangkan sistem evaluasi daerah persiapan untuk dasar penetapan perubahan status menjadi daerah otonom definitif. Sebagai penjelasan, hasil dari evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan status daerah persiapan, apabila dinyatakan layak menjadi daerah otonom selanjutnya Pemerintah menyiapkan RUU Pembentukan Daerah Otonom untuk dibahas bersama DPR-RI. Bila dinilai tidak layak, maka akan dikembalikan statusnya ke daerah induk dengan mencabut statusnya sebagai daerah persiapan.
6. Untuk melaksanakan pokok-pokok pemikiran pada elemen kedua Desartada, dilakukan melalui 4 (empat) strategi dasar sebagai berikut:
a.
Mengembangkan pola evaluasi daerah otonom dan fasilitasi penggabungan daerah otonom. Evaluasi berorientasi pada kinerja nyata, dilakukan terhadap daerah otonom yang lama maupun yang baru secara komprehensif untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Menerapkan pola insentif dan fasilitasi khusus bagi penggabungan daerah otonom berdasarkan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pola pemberian insentif bagi penggabungan daerah ini, dijalankan dengan menerapkan sistem insentif keuangan bagi daerah otonom pemrakarsa penggabungan yang berdampak pada penghapusan terhadap status daerah otonom yang benar-benar sudah tidak mampu menyelenggarakan otonomi;
c. Menyesuaikan cakupan fisik wilayah, penegasan batas wilayah, dan penetapan lokasi ibukota daerah otonom sesuai dengan paramater daerah otonom yang maju-mandiri;
d. Menyiapkan alternatif pemekaran daerah otonom kabupaten/kota dengan penguatan kecamatan sebagai pusat pelayanan publik dan pengendalian kualitas proses pembentukan kecamatan secara lebih ketat. 

7. Untuk melaksanakan pokok-pokok pemikiran pada elemen ketiga Desartada, dilakukan melalui 3 (tiga) strategi dasar sebagai berikut:
a.
Mempertahankan kekhususan daerah otonom yang selama ini telah ada, yaitu provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, Provinsi NAD dan Provinsi-Provinsi di Papua bagi kepentingan strategis nasional;
b.
Membuka kemungkinan kekhususan otonomi secara terbatas bagi daerah-daerah tertentu bagi kepentingan strategis nasional maupun strategis daerah;

 c.
Merumuskan parameter khusus pembentukan daerah otonom baru untuk kawasan/wilayah tertentu atas dasar pertimbangan strategis nasional.
8. Pada estimasi jumlah maksimal daerah otonom di Indonesia dan penambahannya melalui pembentukan daerah otonom baru, yang diperhitungkan hingga tahun 2025 (11 Provinsi dan 54 Kabupaten/kota). Dalam konteks ini bukan estimasi jumlah daerah otonom yang menjadi pedoman/acuan pembentukan daerah otonom, akan tetapi lebih kepada bagaimana persyaratan idealnya suatu daerah otonom. Adapun strategi dasar dalam penataan daerah otonom kedepan harus berpijak kepada hal-hal sebagai berikut: 
a
Menempatkan prioritas mengutamakan pembentukan daerah otonom provinsi terutama di wilayah perbatasan antar negara dan daerah-daerah yang secara geografis-wilayahnya sangat luas atau rentang kendali tergolong besar (>30 kabupaten/kota); 
b. Menetapkan estimasi jumlah maksimum daerah otonom provinsi dan jumlah maksimum daerah otonom kabupaten/ kota hingga tahun 2025 berdasarkan pendekatan kombinasi yang rasional (dengan parameter geografis, demografis, dan kesisteman) dan realistis (dengan mempertimbangkan aspirasi yang sedang berkembang); 
c.
Membuat Estimasi Jumlah Maksimum Daerah Otonom Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2025. 

III.
KESIMPULAN/PENUTUP
Setelah Menteri Dalam Negeri menyampaikan paparannya serta penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyempurnakan Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia terkait syarat, prosedur, tahapan, sistem, metode/indikator dalam pembentukan/pemekaran/penggabungan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan landasan awal dalam merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat bahwa hasil penyempurnaan Desain Besar Penataan Daerah akan dibicarakan lebih lanjut dalam Rapat Kerja yang akan datang.

Rapat ditutup Pukul 21.25 WIB.
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